PEMERIMTAIY ¥OIOMADYN DALTRAH TINGYAT 11
MOJuwKERTDO

PERATURAN DNERNAH KOTAMADYHA DAERMAH TINGKAT I1 MOJOKERTO
MOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

[ZIN TRAYEK BAGI PENGUSNAHANN ANGEUTAN PENUMPANG
UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT T1 MOJUKCRI

DEMGAN RAHMAT TUHNAN YAMNG MAHNA ESOH
WAL IKOTAMADRYN KEPALA DAERAH TINGKAYT 11 MOJOKERTO

Monimbang : a. hahwa dalam rangka menunjang berhasilaya pelakcana
an pembangunan yang bhertumpu pada pemerataan  pem-
barngqunan dan hasil-gasilnya, pertumbuhan  ekonomi
vang cukup tinggi, stabilitas nacional yang sehat
dan dinami=, maka perlu ditingkatkan partisipasi
masyarakat khususnya di bidang wuwsaba  angkutan
penumpang umum dalam  wilayabh Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Mojokorto 3

. bahwa berhubueg dongan maksud huruf a konsideran

i dan meningklatkan perlayanan kepada
macyarakal -hgatur ketertiban keamanan serta
keiancaran Pl Tantan  dx jalan rava, perlu
monga bur 1AL {rayvok bag: Ferasahaan Angkutan

Ponumpang Yaum  dalam  Wilayah FKotamadya Daerah
Tingkat !1 Mojokerto dengan menuangkan dalam cuatu
Peraturan Daerab.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tabun 1571 tentaeng  Pokok-
pakok Pemerintahan di Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentanug  Poinnerns
Ltukan Daerab-daerah Kota Kecil dalam Lingkongan
FPFropinst Jawa Timur, Jawa Tengab, Jawa Barat H

2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1937 tentang Per-
aturan Umum Retribusi Daerah.

1. Undang-undang Nomor 13 tabun 198O tentang Jalan H

5. Undang-undang Nomor 11 tahun 1997 tentang Lalu
Lintas dan Ongkutan Jalan

&. Poraturan Femerintah Naomor 17 tahun 19872 tentang
Poerutiaharn Batan Hilayah totamadya Dacrah Ting—
kat [I Mojokarto.

7. Peraturan Pomorinteb Momor 26 tahun 1985 tentang
Jalan H

B. Porabturan Pomor iniah Nomor 22 tabun 1990 tentang
Penyorahan scbagian Urusan Pomerintaban dalam 8Bi-
dang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kcpada Dacrab
Tingkat ! dan Dacrat Tingkat 11T

Z. Peraturan Pomerintah Nomor AL Labwany 1971 taniang

Angkutan Jalan H



10. Peraturan Menteril Dalam Negerys Momor 14 fabun 1983
tentang Benluk Percturan Daerah

1i. KFeputusan Monteri Dalam Neger: MNamor 22 tahun 198264
tentang Ketentuan Umur Mengenal  Ponyadik fogawal
Noger: Sipihl i Lingkungan Pemerintah Dacralby

12, ¥eputusan Monbtori Perhubungan Moamor KM 89 tahun
1273 tentang Fenyclenggaraan fAngkutan Barang di
Jatan H

- Peraturan Deerah Propinsi Dacrah  Tingkat [ Jawa
fimur Nomor 14 tabun 1987 tentang Ketentuan Pongu-—
Jian, Izin Trayek dan Izin Dicpensasi Kelas Jalan
bag: Kendaraan Bermolor di Jawa Timur 3

14. teputusen Bubernur Kepala Daerah Tingkat 1| Jawa
lemur Momor 299 tabun 1987 tentang Izin Trayek
Nngkutan Kota di Jawa Timur

15, Peorateras banean fotanadya Daerah Fingkat Il Mojo—
kerto Nomor 1 tahun 1990 tentany Penyidik Pegawai
Negera  Sip:i di angkungan  Pemarintah  Kotamadya

Dacrali Tingkal 11 Mojokerto.

Dengan  persctujuar Dewan Porwakilan Hakyat Daerah  Folamadva Daerah
Tingkat ILI Majokorio,

MEMUTLUS K0N
Monetapkan = PURATURAM DAERAH KOTAMADYA  DAERAH  TINGENAT 31 M0
KUERTU  TENTANG I7IM TRAYEK BNGI PENGUSAHAAN  GMNGFLITAN
PENUMPANG  UMUM DALAM WILAYAH KOTAMADRYA DAERAH 1IN
KAT 11 MOJORERTO.
B AB I

KETENTUANM UMUM

Pasal i
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud de-
ngan H
a. Pemerinitah Dacrah, adalab Pemerintah Kotamadya

Dacrah Tingkat 11 Mojokerto 3

b. Fepala Dacrah, adaiah Walikctamadya Kepala Dawrah
Tingkat 11 Moiakorto H

C. Pelabal yamng diterjuk, adalah Peojabat yang ditun-—
jfuk eleh Kepala Bacrah g

d. Kendaraan Umum, adalah seliap kendaraan vang
brasanya dipergunakan olch umum dengan pembayaran:

o. Mobil Penumpang, adalah setiap kondaraan horootor
yang semata-moata diperlengkap: dengan mebanyak—
banyvaknya 8 {(delapan) tempat duduk tidak  termasub
tempal, duduk pongemudinya 3

f. !ravek, adalah lintasan kendaraan cmum onfuok pola-
yanan jaca angkutan dalam wilayaih ¥otamadya Daerah
Tingtat T1 Mojokerto H
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Pasal

Permohonan 1zin
2 Peraturan Daerah i1ni,
Trayek vang dilayani
an kendaraan bermotor

mas

)

Memenuhl  oyarat-syarat

tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Daorah

Pasal

Formohonan 1zin

(2} Pasal 2 Peraturan Daerah ing,

a. fotocopy Karty Tanda
Tingkat 1 Maojoborto

L. fotocopy SGurat Tanda

c. fotocupy Yural Tamda

d. fotocopy Yerad Izin
Bermolor woublob Hmam

e. fotocoupy Akte fondir
Hutkum) i

. pas photo ukuran I X
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g. melunacl beaya retribuci lzin Travek.

K

Izin Trayck cchagaimana dimakoad iz aval f1)
Pacal 7 Poraturan Dacrah ini, ditotaphan  lebih
lanjut oleh Kepala DRaerah.

Pacal 3

(1} Izin Trayek sebagaimana dimakcud pada  ayat [
Pasal 2 Peraturan Dacrah wni, berlake celama 9
{lima) tahun dan dapat diperpanjang cetelah habis
masca berlakunya H

(2} Perpanijangan Izin dimaksud pade ayat (1) Pasal
ini, pemogang 1zin harus sudah mengajukan
permohooa: L (satul bulan ocbelum maca berlakunya
ziny borakhar, dan dikonakan ketentuan—ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pesal 2 c—ampai  dengan
Pasal 4 Poratoer an Dagrah Ini dengan  dilampiri
Lzin Trayak woang Lordahuwla/lama.

Pasal 4
zin Trayer scbagaimana dimakoud pada ayat (1)
Posal 2 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku apabila =
a. Masa berlakunva tolab berakhir H
bh. Atas permintaan pemegang :rzin
.. Pemegang Lzin telabh meninggal dunia

J. Badan Hukum cebagaimana pemegang izam iolab bubear £
dibubarkan H

o. Pemegang izin melanggar ketentuan yang telab diter
tapkan dalam csurat izin,
Pacal 7

Setiap kali wmengajukan permchonan izin  travok
~zhagarmana dimaekoud dalam ayabt (1) Paczal 4 Peraturan
Dasrah iny, drikenakan beaya adminictraci sebecar ...
Hp. 3.000,00 {tiga ribu rupiah).

B A B ET1
PEMINDAHAN HAK

Fagal g

(1) Setiap prwindahan hak 3zie trayek harus atas per-
setujuan Kepala Daer ah H

(2) Pemindahan fal dimakoud pada ayat (1) Pasal LML,
dapat diberiikan sepaniang memenuhi persyaratan se
hagaimana dimakoud dalam Pasail 2, 3 dan 1
Poraturan Daerah ini.

Pacal E
Apabitla pemegang izin meninggal  dunia, 1rin
dapat driteruskan aleh ahli warisnya dongan mongasioban

perachonan untuk molanjutkan Lzin kopada ol a

Dasrabh  atau Pejabal yong ditunjuk celambat-lambalioya
3G {tiga puluh) hari cejak pemegang 1zin meninggal
dunia.
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B AB v

THMDA PERIZIMAN

Pasal 10

Un tuk mempermudal pengawasan. sotiap kondaraan
yang mendapat ir:e trayek diberi cuatu tanda yang
Jenis ser tae benluknya ditetpkan oleh Kepala

Dacreah 5

Tanda dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipasang
pada bagian kendaraan yang mudah dilithat.

B A B v
KETEMTUNN RETRIBUS!E

Fasal 11

Pomegang izin sebagaimana dimakoud pade  ayav {1
Pasal 2 Peraturan Dacraly ini, dikcnakan roebteibie o

Bosarnya retribusi dimaksad padas ayvat (1) Haoal
ini ditetapkan sebesar Rp. 12.000,00 (dua bolas
ribu ruplah) sotiap 6 (enam) buian

Sctiap pembayaran retribuci dimakoud pada  avat
(2} Pasal ini, dibcrikan tanda bukti gembayaran
rcbribusi H

Sejurub hasil opooerimaan rotr ibusil seobagaimana di
makoud  pada Pasal 7 odan fasal 8 ayat (2)
Peraturan Naerah i, merupakan Pondapatan Dacrah
yang haruz dicsctorkan ko Kac Pomerintah Daerah.

B N B VI
KETEMTUNANM PIDANO DONM PENYIDIKAN

Pazal 12

Barang siaps melanggar ketentuan—-kelentuan  dalam
Peraturan  Dacrabh  ini, driancam dengan prdana
kurungan sclama-lamanya 6 (enam) bulan alaa danda
sebanyak-banyaknya Rp. 30,000,000 (lima d:lub robu
rupiah) H

Tindak pidana dimakoud pada ayat (1) Pasal P L.
adalah pelanggaran.

Pansal 13

Sclaln olebh Pojabat Penyidik  Umuin, Ponyadikan
atas pelanggaran  tindak pidana sebagaimana

ditctapkan dalam Pagal 12 Peraturan Daerabh inig,
dilakukan oleh Ponyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pomerintah Kolamadya Daerah Tingkat I
Majokerto, yang pengangkatannya ditetapkan
bordasarkan  Poraturan  porundang-undangan yang
borlaku g



B AB Vil

KETENTUAN PERALIHAN DAM PENUTUP

. Pasal 11

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peratur-
an Daerab ini, sepanjang mengenal pelaksanaannya akan
diatur lchib lanjut olch Kepala Daerah.

Pasal 15

Poeraturan Dacral ani muiei berlaku pada tang-
qal diuvadangkan.

Agar sSctiap oramng dapet mengetahuinya, meme—
rintahkan pengundangan Feraturan Daerah  ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokarto.

Mojokerto, L2 Januar o 1991
DEWNMN PERWAKILAN RAKYAT DACRAH . WAL TKOTNAMADYA KERA.A DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKNAT 11 MOJUOKERTD TINGEKAT T1 MOJOKERTU
Kctua,
Cap. ttd Cap. titd
R. SO0EHADI WALRIJONG, S.H.

Dicahkan dengan Keoputusan Guboraur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Timur tanggal 17 Mei 1994 Nomor 298/P Tahun 1994,

N.n. SUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
foicten I Sekrotaric Wilayah/Daerah
{Bidang Fomerintahan)

Lap. ted.
Ors., MOH. SAFI "1 ASARI

|
|
| Pembina Utama Madya
i NIP. 010 032 B19
\

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerabh Tingkat 11
Mojokerto Tahun 1991 Seri B pada tanggal 1B Juni 1991 Nomor =z /7B,

N.n. WALIKOTAMADYA KEPHSLA DAERAH TIMDKAT 1]
MDJOKERTJ
Sekrotaris Kotamadya Dacrah

Cap. ttd.
Drs, B O I M I N

- Pembina
MNIFP, 010 0435 241




1.

It.

PEMJELOASNAM
NTAHS

PERATURAN DAERAH KOTNAMADRYN DAERNAH TINGKAT 11 MOJOKERTY
MOMGR 4 TAHUN 1994

TENTANG

TZIN TRAYEK BAGI PENGUSAHANN ANGKUTAN  PENUMPANG UM
DALAM WILAYAH KOTAMADYN DAEARH TINGKAT II MOJOKERTO

PENJELASAN,_UMUM

Bahwa dengan scmakin pecalnya pertumbuban kebutuhan jasa
angkutan penumpang’ umum hendaracn bermobor dalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Moiokoric vang menjangkau sampal ke pelosok deca
dan kota, maka Pemerintab ! rab memandang periu mengadakan penga—
turan., pengelcolaasn, pembinaan dan pengawasan tar hadap pelaksanaan
angkutan kota dimaksoud dengan senuangkannya dalam suatuw Peraturan
Dacrah.

Peratur an  Dacrah dimaioud disusun dengan berpedoman pada
Keputusan Gubernur Kepala dacrah {ingkat 1 Jawa Timur Nomor 219
tahun 1987 targgal 28 Juli 1987 tentang Izin Trayeck Angkutan Kota
di Jawa Timur, guna meningkatkan pelayanan  umam dalam bentuk
pember tan 1zwn trayck bagi pengusahaan Angkutan Penumpang  Umum
dalam Wilayah Xotamadya Daerah Tingkat IT Mojokor to.

Disamp 10 itu, beberapa ketoentuan dalam Peraturan  dacrah
LINL , juga berpedoman pada curat Gubernur Eepaia Daerah Tingkal I
Jawa Timur bt:inggal 29 Marct (990 Nomar 024/8222 QA45/19°90¢  per that

Opeor asionalieasi NMngkuetan penumpang Umum di jawa Timur .

PENJELASAN_PLUAL DEMI _PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas 3

Pasal 3 huruf a . dimakosudkan apabila jaringan jalan di
makoud masih memundgkinkan untuk

ditambah armada angkutan sehubungan
jumlah penumpang cukup banyak

huruf b + Cokup jelas H

Pacal 4 Zzampal dengan 8 : Lukup elas H
Pasal 9 ¢ Dimak-udkan ahli waris dapat melan—
sutkan izin atas nama wang

fiorsangkutan dengan pecachonan ¥yang
disampaikan kepada Ycpals Dacrah yang
“vlanjutnya dibaliknamakan campadi
dengan izin yang dimohonkan habis.

Pacal 10 campai dongan 13 = Cukup jelas H

2HL7-&mtm&- 1993




